PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan. Takawa Kompleks Perkantoran Takawa Gedung D Lt 1 Pasarwajo

KEPUTUSAN BUPATI BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

1ZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB MUTIARA
DESA LAPODI KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON

BUPATI BUTON,

Menimbang :  a. bahwa untuk mencerdaskan dan mengembangkan minat belajar dan bakat anak usia
dini dan untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Buton di bidang Pendidikan,
diperlukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Mutiara
telah memenuhi syarat dan secara eknis berhak dan layak diberikan Izin Operasional

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
periu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) KB Mutiara Desa Lapodi Kecamatan Pasarwajo.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat Il di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struklur
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9. Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Alas
Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton,

10. Peraturan Bupati Buton Nomor 39 Tahun 2016 fentang Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton ;
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